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ABSTRAK

Wakaf dengan menggunakan sistem online adalah wakaf yang transaksinya
dilakukan secara online (elektronik), oleh siapa saja dan di mana saja.
Pengawasan pengelolaan dan pendistribusiannya dapat tinggat meng-k/ik ataupun
mengaksesnya. Kemudahan wakaf ini tentu saja memunculkan persoalan hukum
baru, tidak berjumpanya secara fisik dan tidak diketahuinya kecapakan hukum,
tidak adanya saksi, sehingga proses ikrar wakaf menjadi tidak jelas hukumnya.
Dari sini, kemudian dirumuskan tiga masalah, yaitu dalil dan metode /stinbat
yang melatarbelakangi kebolehan wakaf online serta aplikasinya pada masyarakat
Indonesia.

Penelitian sistem wakaf ini berbasiskan library research dengan mengambil
sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari KHI Buku III
dan UU No.41/2004 mengenai perwakafan, sedangkan data sekunder diperoleh
dari buku, kitab serta tulisan yang berkaitan dengan wakaf online. Pendekatan
yang digunakan, yaitu yuridis normatif dan sosio historis. Yuridis normatif adalah
mendeskripsikan wakaf online dengan mengurai sistem perwakafan yang menjadi
perundang-undangan di Indonesia dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam
sistem Hukum Islam. Adapun sosio histories yaitu dengan mendeskripsikan wakaf
sebagai institusi perwakafan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aplikasinya
dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dalil-dalil dan metode maslahah
untuk menjelaskan wakaf online yang kemudian diaplikasikan pada masyarakat
Indonesia dengan memandang kebutuhan dan praktek wakaf yang berkembang.

Secara normatif, dalil wakaf seperti ini tidak ditemukan dalam al-Qur’an.
Akan tetapi al-Qur’an mengakomodasi transaksi-transaksi bermuamalah secara
tulis (bil kitabah) dapat dilihat secara tersirat dalam surat al-Baqarah (2): 283 —
284. Selain itu, juga diperkuat teori Ali al-Khafif yang memaknai satu tempat atau
majelis terjadinya akad adalah wujud dari kesepakatan, bukan secara fisik dan
pendapat Dimyauddin Djuwaini yang membolehkan ijab kabul surat menyurat,
faks, email ataupun via telepon. Menurutnya, majelis akad akan terbentuk ketika
surat, faks, email sampai pada pihak yang dituju. Kemaslahatan wakaf ataupun
akad muamalah adalah terjaganya harta dari persengketaan dan terjaminnya harta
untuk didistribusikan sesuai peruntukannya. Berdasarkan sistem yuridis dan
tinjauan sosio historis di Indonesia, wakaf online dapat diterapkan karena lebih
mudah, efisien dan dapat diawasi oleh siapa saja. Selain itu, praktek wakaf online
dinilai perlu karena mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Dengan
demikian, prinsip terjaganya harta sebagai kemaslahatan muamalah dapat dicapai.
Oleh karena itu, praktek wakaf online mendapatkan legitimasinya.

Hasil dari penelitian ini adalah kebolehan wakaf online dengan
mensyaratkan terjaminnya barang wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya
hasil wakaf kepada yang berhak. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan lembaga
perwakafan yang sarat akan teknologi, transparan, dan akomodatif terhadap
perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, wakaf online ini perlu juga
didukung oleh payung hukum yang jelas, manajemen yang apik dan rethinking
terhadap inovasi dari ikrar wakaf.
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MOTTO

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. al-Insyirah: 4 - 5)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
J Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o« ba’ b Be
Il ta’ t Te
& sa’ S s (dengan titik di atas)
z Jim j Je
z ha’ h ha (dengan titik di bawah)
; kha kh ka dan ha
2 dal d De
kY Zal z zet (dengan titik di atas)
B ra’ r Er
B! Z z Zet
g sin S Es
g syin sy es dan ye
U sad S es (dengan titik di bawah)
U dad d de (dengan titik di bawah)
1L ta t te (dengan titik di bawah)
) za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
'& Gain g Ge
s fa f Ef
T qaf q Qi
Sl kaf k Ka
J lam | El
N mim m Em
O nun n En
P Wau w We
N ha’ h Ha
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s hamzah

Apostrof

L..S Ya Yy

Ye

I1. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: J)—’ = nazzala

(&= = bihinna

II1. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, kasrah ( _ ) ditulis i, dan dammah ( * ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, dan bunyi u panjang ditulis

U, masing-masing dengan tanda penghubung () di atasnya.

Contohnya:
1. Fathah + alif ditulis a

A8 ditulis fala

2. Kasroh + ya’ mati ditulis I
Jaadl ditulis tafsil

3. Dammah + wawu mati ditulis U

J sal ditulis usul

V. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai

b2 3 ditulis az-Zuhaili

2. Fathah + wawu ditulis au

A 53l ditulis ad-daulah

VI. Ta’ marbutoh di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis ha
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Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam
bahasa Indonesia seperti:salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila
dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

contoh: 2¢iaall 432 ditulis Bidayah al-Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang
mengiringinya. Seperti ) ditulis inna.

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( * ).
Seperti e ditulis Syai un.

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan
bunyi vokalnya. Seperti <Ly ditulis raba’ib.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang

apostrof ( * ). Seperti 0533 ditulis ta’khuzuna

VIII. Kata Sandang alif + lam
1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al

88 ditulis al-bagarah
2. Bila diikuti huruf syamriyah, huruf ‘I’ diganti dengan huruf syamsiyah yang

bersangkutan.

¢Lill ditulis an-Nisa’

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atu pengucapannya dan menurut penulisannya
o258 (553 ditulis zawi al-furud

238 Jal ditulis ahlu as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama pengabdian dan tanggung jawab. Sebuah
perjalanan, yang setiap langkah pemeluknya merupakan jalan menuju
kehidupan selanjutnya, sehingga harus diterjemahkan dalam bentuk
perbuatan baik. Untuk melakukan kebaikan, bukan sesederhana melawan
setan ataupun hawa nafsu, melainkan juga secara aktif melakukan kebaikan
melalui sharing of wealth (membagi kelebihan harta) kepada sesamanya
yang membutuhkan, baik itu sedikit ataupun banyak.'

Dalam ajaran Islam, yang jelas, harta atau kekayaan dianggap sebagai
kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia dan ia
merupakan nilai yang besar dan punya kedudukan penting”. Di bidang
ekonomi inilah Islam memberikan beberapa peraturan spesifik dan prinsip-
prinsip umum?® demi mencapai keseimbangan antara tuntutan rohani dan

jasmani dalam kenyataan sebuah kehidupan.

' Mahmoud M. Ayoub, Islam Faith and Practice, Cet. I (Canada: The Open Press, 1989),
hlm. 132.

?Baca tentang pemikiran kekayaan Mahmud Shaltut, Agidah dan Syariat Islam, terj.
Fachruddin HS dan Nasharuddin Thaha, Cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), him.54.

3 Sayyed Hoessins Nasr, ldeals and Realities of Islam, Cet. X, (London: Aquarian
Publishers, 1994) hlm. 108 memberikan contoh “pajak atau zakat” yang merupakan proses
pembelajaran yang didasarkan pada penghormatan akan harta pribadi (personal wealth), tapi di sisi
lain secara ekstrim melarang adanya monopoli siklus kekayaan secara pribadi maupun golongan.
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Harta yang dikuasai oleh sekelompok orang akan melahirkan
eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap mayoritas (si miskin) yang
akan menimbulkan kegoncangan sosial dan menjadi penyakit masyarakat
yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Harta tidaklah
hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak
berarti bahwa ajaran islam itu melarang orang untuk kaya, melainkan suatu
peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial
harta. Untuk itulah diciptakan institusi wakaf, zakat, sadaqah, infaq, kafarah
dan institusi lainnya.*

Wakaf, secara harfiah memberikan pengertian ‘“larangan atau
pembatasan™, yaitu larangan untuk memperlakukan harta sebagaimana harta
biasa.® Dari sinilah, wakaf menuntut pengartian sebagai pemilikan dan
pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang
ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf diluar tujuan
khusus yang telah ditetapkan tersebut.” Pengertian ini tentu saja memberikan

persyaratan khusus barang wakaf. Barang itu mempunyai sifat abadi, tidak

Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan
Perkembangannya (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 1.

> John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, Alih bahasa Eva YN, dkk,
Cet. I (Bandung: Mizan, 2001), him. 145.

6 Mircea Eliade (ed), The Encyclopedia of Religion, Cet. X (New York: Mac Millan
Publishing Company, 1993), hlm. 337.

7 John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, him. 145.



musnah dan dapat dimanfaatkan tanpa harus mengkonsumsi barang itu
sendiri.®

Beda halnya dengan UU No. 41 tahun 2004 yang memiliki pengertian
yang lebih modernis, yaitu wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syariah.” Ayat ini memberikan pengertian barang yang akan
diwakafkan tidak selamanya bersifat abadi dan lebih menekankan pada aspek
manfaat dan tujuannya, serta memungkinkan dalam waktu tertentu. '

Lembaga perwakafan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan
keadilan dalam islam.'! Prinsip pemilikan harta dalam islam menyatakan
harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Ini tentu saja

mengacu pada al-Qur'an yang menegaskan pentasharuffan harta fa’i, yaitu:

il 5 s oy gl 4l 5 ) a0 Al lo 1 18 Lo

12 Ciliall ki ol (l ) ) 5850 5 1 il e aSlgi Lay 0 5348 J g )

¥ Ibid.

 UU No. 41 Tahun 2004 pasal 1(1). Arsip www.tabungwakaf.com, akses pada 12 Februari
2007.

1% Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, Cet. I (Jakarta: RM Books, 2007),
hlm. 77.

' Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia.... hlm. 1.

12 Al-Hasyr (59): 7.


http://www.tabungwakaf.com/

Di Indonesia sendiri, Dompet Dhuafa' mengembangkan wakaf tunai
dengan cara reksadana dan telah melayani sistem zakat on-line yang sudah
terintegrasi oleh beberapa bank. Untuk wakaf tunai, sistem yang
dikembangkan masih tetap sama, yakni masih dengan adanya surat perjanjian
(akta wakaf), sedangkan pembayarannya sudah dapat dilakukan melalui e-
banking ataupun bank konvensional.'

Inovasi ini juga dilakukan oleh Rumah Zakat dengan membangun
Enterprise Rumah Zakat Indonesia Sistem (ERZIS) yang semua kantornya
sudah terhubung online dengan prinsip kemudahan dalam menjalankan
sistemnya. Salah satu programnya adalah wakaf yang dikategorikan sebagai
Dana Terikat Temporer. Pertumbuhan wakaf yang dikelola oleh Rumah
Zakat cukup signifikan walaupun tidak seperti zakat yang memang ujung
tombak programnya. Dalam laporan posisi keuangan dana wakaf meningkat
dari tahun 2005 sampai 2006, yaitu dari nilai Rp. 0,00 menjadi Rp.
16.040.525,00 yang kemudian disalurkan mencapai pada nilai Rp.
24.412.600,00 dengan empat program utama, yaitu EduCare, HealthCare,
EcoCare dan YouthCare. Keempat program itu diwujudkan dengan
dibangunnya Sekolah Dasar Juara (dalam beberapa bulan ke depan akan
dibuka di Yogyakarta), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mozaik,

Rumah Bersalin Gratis (RBG) dan Youth Development Centre (YDC).

1 Lihat situs www.dhompetdhuafa.co.id, akses pada 12 Maret 2008.



http://www.dhompetdhuafa.co.id/

Rumah Zakat juga membuka layanan pembayaran e-banking dengan
mengedepankan prinsip transparansi akuntabilitasnya. '*

Munculnya sistem online ini dipicu oleh perkembangan teknologi yang
semakin maju, yaitu internet. Internet memungkinkan kita untuk
menghilangkan hambatan jarak dan waktu dalam mendapatkan informasi.
Dari segi ekonomi, internet merupakan sebuah jawaban yang sangat efisien,
efektif dan relatif murah jika dibandingkan dengan hasil yang didapat.
Dengan sistem online, pengelolaan wakaf dan zakat dapat diawasi oleh siapa
saja, meskipun tetap mengacu pada akuntansi publik. Hal ini juga
mempermudah perluasan kapital (modal) karena pemakainya tidak terbatas
pada wilayah kota, propinsi ataupun negara, melainkan melampaui lintas
benua ataupun samudra. '°

Wakaf dengan menggunakan sistem online adalah wakaf yang
transaksinya dilakukan secara online (elektronik), seseorang yang berwakaf
(wakif) mewakafkan harta (uang, properti, software, e-book, pulsa
elektronik) melalui automated account (perjanjian) di internet (yang biasanya
terintegrasi dalam bentuk website) kepada lembaga perwakafan. Automated
account ini dapat berupa ketentuan pembayaran wakaf yang diinginkan oleh
wakif, bentuknya dapat kartu kredit ataupun rekening dalam bank. Untuk

distribusi hasil pengelolaan wakaf secara produktif, wakif juga dapat

' Lihat pada www.rumahzakat.org atau pada buletin NewZ Creating Lifestyle Tahun I
edisi 08 April 2008.

" Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, cet I (Yogyakarta: UII Press,
2003, hlm. 15 — 21; dan SP Hariningsih, Teknologi Informasi, Cet I (Yogyakarta: PT Graha Ilmu,
2005), him. 9;.


http://www.rumahzakat.org/

menentukannya. Fasilitas yang diberikan melalui website dapat berupa
laporan posisi finansial, wahana mailinglist dalam forum silaturahmi antar
wakif, ataupun produk perangkat lunak yang islami. Semuanya itu, dapat
dilakukan dan diawasi di mana saja dan tinggal meng-klik saja.

Kemudahan akses ini tentu saja memunculkan persoalan hukum baru,
yaitu skrar wakaf yang terjadi tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh tidak
berjumpanya secara fisik, tidak diketahuinya kecakapan secara hukum pihak-
pihak yang berakad dan tidak adanya saksi yang menyaksikan terjadinya
akad wakaf. Dari sini kemudian muncul pertanyaan apakah klik (kitabah)
tersebut dapat menunjukkan pernyataan wakaf dari wakif?. Untuk itulah,
perlu dikaji secara mendalam dan penuh kehati-hatian, tidak saja untuk
diberikan payung secara hukum, melainkan lebih pada potensi ekonomi yang

dapat dikembangkan.

Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam bentuk karya ilmiah sebagai
berikut:

1. Apa dalil dari wakaf online?
2. Metode /stinbat apa yang tepat untuk legalitas wakaf online?

3. Bagaimana aplikasi wakaf online pada masyarakat Indonesia?



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
a. Mendeskripsikan dalil dan metode /stinbat mengenai wakaf online.
b. Mendeskripsikan aplikasi wakaf online pada masyarakat Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara murni, kehadiran penelitian ini dapat memberikan gambaran
yang komprehensif dan proporsional mengenai dalil dan metode
Istinbatuntuk legalitas wakaf-wakaf alternatif.
b. Secara praktis atau pragmatis (terapan), keberadaan penelitian ini
dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih jauh dalam
mengembangkan kajian hukum islam khususnya yang terkait dengan

wacana wakaf yang produktif.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka atau dalam istilah lain Studi kepustakaan'® pada intinya
dilakukan untuk mendapat gambaran tentang hubungan topik penelitian
sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak
terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir. Selain itu, berguna untuk
mencari celah atau peluang dari suatu penelitian yang dilakukan.

Persoalan perwakafan secara umum dalam studi hukum Islam belum

banyak diteliti, apalagi mengenai ikrar wakaf dan terkait dengan wakaf

'® Istilah ini diberikan oleh Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT Grafindo
Persada, 2006), him.183-184.



online. Zuhdi Yakin dalam “Ahkam al-Waqf” menyatakan bahwa wakaf
merupakan salah satu bentuk akad syari’ah yang mensyaratkan ijab saja
ataupun beserta gabul seperti akad wakaf yang temporer kepada seseorang
yang khusus. Ijab dimaknai sebagai perkataan wakif yang mewakafkan
hartanya, sedangkan gabul tidak diperlukan. Konsekuensinya, tanpa adanya
qabul wakafpun tetap sah. Akan tetapi, Zuhdi Yakin lebih lanjut
mensyaratkan adanya fasf// (surat atau bukti otentik) dan /syhad (saksi)
dengan tujuan untuk penguat dan penetapan terhadap niat wakif dalam
mewakafkan hartanya.'’

Imam Suhadi dalam bukunya "Wakaf untuk Kesejahteraan Umat"
memfokuskan kajiannya pada aplikasi wakaf di masyarakat Bantul. Hasil
temuannya yang berkenaan dengan ikrar wakaf ada tiga, yaitu: pertama,
kesaksian /stifadah (saksi yang mengetahui atau mendengar terjadinya
wakaf) dapat menjadi saksi perwakafan apabila tidak ada bukti yang
memadai, tetapi kini kesaksian /stifacahr belum berfungsi; kedua, biaya
pensertifikatan atau legalisasi akta ikrar wakaf sangat memberatkan pihak
nazhir ataupun wakif, dan ketiga, hasil guna dan daya guna perwakafan
belum efektif karena aturan mengenai bentuk, syarat-syarat dan tugas
kewajiban nazhir seperti yang diatur dalam PP 28/1977 belum berjalan

.18
secara baik.

77.

"7 Zuhdi Yakin, Ahkam al-Wagf, cet. | (Beirut: al-Maktabah al-‘Isriyyah, ttt), him. 76 —

" Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, cet. I (Yogyakarta: PT Dana Bakti

Prima Yasa, 2002), him. 131.



Helmi Juniawan Fauzi dalam skripsinya "Wakaf Uang dalam
Perspektif Hukum Islam" menitikberatkan perhatiannya pada wakaf uang.
Helmi mencatat bahwa hukum wakaf dalam Hukum Islam lebih banyak
didasarkan pada ijtihad ulama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
tradisi masyarakat islam. Lebih lanjut, pada dasarnya wakaf bersifat
produktif, sehingga mauquf yang memiliki potensi menyejahterakan umat
tidak semestinya dihalangi akan tetapi dicarikan jalan pembolehan untuk
diberlakukan seperti dengan menggunakan beberapa pendekatan metode
seperti qlyas, istihsan, ta‘lil dan ar-raj‘u fla al-‘adah. Kebolehan wakaf tunai,
menurutnya, tidak berseberangan dengan esensi dan tujuan wakaf karena
keabadian asset yang menjadi persyaratan harta wakaf dapat disiasati dengan
menggulirkannya menjadi investasi yang berkembang dan tidak habis sekali
pakai (yutlafu bi al-intifa*)."

Hidayat, dalam skripsinya yang berjudul "Manajemen Wakaf Tunai
(Studi Terhadap Wakaf Jariyah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)"
mengonsentrasikan terhadap sistem manajerial wakaf tunai Badan Wakaf
Universitas Islam Indonesia. Hidayat mencatat dua metode yang digunakan
oleh Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, yaitu menunggu bola
bergulir, yakni pihak BW UIl pasif dalam menggalang dana dengan
mempublikasikan wakaf lewat media massa dan pertemuan alumni. Metode

yang kedua yaitu menjemput bola. Pihak BW UII melakukan listing wagif

" Helmi Juniawan Fauzi, “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak
diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, 2003).
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dan menawarkan proses akhir distribusi dari wakaf, yaitu untuk Rumah Sakit
UIl, Kampus Terpadu UII, Asrama Mahasiswa UIl dan umum. Secara
manajerial, BW UII menganut pola organisasi modern yaitu dengan
menentukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. 2
Berdasarkan telaah yang telah penyusun lakukan, belum ada satupun
tulisan atau penelitian yang menulis, membahas dan mengkaji lebih

mendalam mengenai perspektif Hukum Islam terhadap sistem wakaf online.

E. Kerangka Teoretik

Perwakafan merupakan permasalahan sosial dan mendapat perhatian
yang cukup besar di kalangan masyarakat. Azhar Basyir mencatat bahwa
amalan wakaf ini sangat identik dengan sedekah jariyah yang berarti
menyedekahkan harta yang tahan lama untuk tujuan kebaikan, hingga
manfaatnya dapat terus dinikmati meskipun orang yang bersedekah sudah
meninggal.”' Hal yang membuat wakaf berbeda dengan institusi zakat dan
sedekah adalah terjaganya pokok harta dan terdistribusinya hasil dari
pengelolaan harta sesuai dengan peruntukkannya.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa institusi wakaf

mempunyai posisi strategis bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan

? Hidayat, “Manajemen Wakaf Tunai (Studi Terhadap Wakaf Jariyah Badan Wakaf
Universitas Islam Indonesia)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
Fakultas Syari’ah, 2005).

*! Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, ljarah, Syirkah (Bandung: al-Maarif,
1987), hlm. 7 atau pada Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, him. 79.
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keagamaan, serta sebagai salah satu wujud bentuk kemaslahatan bagi umat
Islam dan seluruh bangsa Indonesia. Wujud kemaslahatan ini harus dan perlu
dijaga bukti otentiknya, untuk itu diperlukan akta ikrar wakaf. Konsep akta
secara umum dibahas oleh al-Qur'an, yaitu:
IS a9 0 6l e Jal () il 13] ) gial () gl
Gl e (oA Jladd g iSla i) ade LS iy o ailS b W5 Jaally
i ol st (3l e (o3 (S (0 Uil die iy Y 5 435 411 (3
O (et ) gediiul g Jaalhads J s ga Joa o) ol Y
22 (‘SS\A 5

Firman Allah di atas memerintahkan untuk mencatat dan adanya saksi
dalam akad hutang yang merupakan upaya preventif terhadap hasil ataupun
kesepakatan akad. Sehingga para pihak yang mengikatkan diri pada
kesepakatan tersebut menunaikan kewajibannya. Ayat ini mengindikasikan
pentingnya bukti tertulis (otentik) dan saksi dalam semua akad, termasuk
juga wakaf.

Adapun hadis yang berbicara ikrar wakaf yang kemudian dituliskan
dalam bentuk akta ikrar wakaf adalah hadis riwayat Ibnu Umar:
alus g ale ) Lo il Al juso L)l jee sl JB e ol oo
U a4y el o i aia st el Jad Yl caal ol Lia i capal Jla

Vs Lelial gLy ¥ Al jee Ly Bauai Ly i g Lglial Ca <l )

2 Q.S al-Bagarah (2): 282 — 283.
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Hadis ini ditengarai merupakan pondasi dasar wakaf yang secara
redaksional menyatakan bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan
mendistribusikan secara fungsional hasilnya kepada orang-orang yang
berhak dan membutuhkan. Kemudian harta tersebut mempunyai konsekuensi
tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan. Lebih lanjut,

berdasarkan hadits di atas Ibn Hajar menjelaskan ‘Umar ibn Khattab

2 Lihat Cd Mausuah al-Hadis asy-Syarif (ttt: Global Islamic Software Company, 1991),
Abu Dawud hadis no. 2493, sedangkan pada Bukhari hadis no. 2532, Muslim hadis No. 3085, at-
Tirmizi hadis no. 1296, an-Nasa'i hadis no. 3542, Ibnu Majah hadis no. 2387, Ahmad hadis no.
4379 tidak menampilkan adanya proses kitabah (ikrar wakaf).
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menuliskan ikrar wakaf di masa beliau menjabat sebagai khalifah yang
diwasiatkan secara turun temurun pada keturunan ‘Umar, sedangkan yang
menulis ikrar wakaf tersebut adalah Mu‘aiqib dan yang menjadi saksi
‘Abdullah ibn al-Arqam.**

Pendapat ini juga diamini oleh Zuhdi Yakin, bahkan kemudian
menjelaskan bahwa ketika ‘Umar ingin menulis ikrar wakafnya di zaman
kekhalifahannya, beliau mengundang sekelompok orang Muhajirin dan
Anshar untuk menjadi saksi. Berdasarkan hal tersebut, tersebarlah
pemberitaan tentang wakaf ‘Umar.*

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Farwah ibn Uzainah mengenai
wakafnya ‘Usman ibn ‘Affan:

g oladie on Ul o e ) e e S cul ;) J8 303 s 358 Wias
L;M\«J@@ma\,pg Olde 4 3ha e 10a e,g;)l\ m;)\iu\e.ug
YV Al 4 aca glaie o gl 4 e sl ol Jle e udy

O bl g e ol o e agd &g Vs caa g Vg il alal (o yidy
o ) s JB 4l Jlall 128 La 55,0 culi o8l gl J8 (oS oy )

26

Dalam konteks hukum islam, masalah wakaf diatur oleh hukum
muamalah yang dikategorikan sebagai akad tabarru‘ (beribadah atau

bertujuan filantropis). Akad secara etimologis diterjemahkan sebagai ikatan,

2% Lihat Cd al-Maktabah asy-Syamilah, cet. I1 (ttp: http://wwww.waqfeya.net/shamela), 1bn
Hajar al-Asqalani, Fath al-Bar7 fi Syarh Sahih al-Bukhari , V111 350.

> Zuhdi Yakin, Ahkam al-Wagaf, him. 31.

% Al-Khasaf, Kitab Ahkam al-Awgaf (Kairo: al-Matbah, ttt), him. 31.
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simpul, tali atau janji*’, sedangkan dalam terminologi muamalah adalah
bertemunya gabul (penerimaan, akseptasi) dengan //ab (penawaran) yang
menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.”® Zuhdi Yakin mendefinisikan
akad sebagai kesepakatan dari dua pernyataan kehendak atas sesuatu yang
diikat secara hukum.*’

Lebih lanjut, Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai suatu
perikatan antara /fab dan gabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang
menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab kabul di sini
berfungsi menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Hendi Suhendi kemudian mencatat bahwa setiap akad mencakup tiga
tahap, yaitu: perjanjian (ahd), persetujuan dan perikatan (aqd).’’ Masih
dalam fase, Ali Khafif menjelaskan keterkaitannya ijab dan kabul antara satu
dengan yang lain dalam satu tempat (majelis) menjadikan kabul sebagai
persetujuan atas ijab. Kemudian, dengan adanya akad tersebut kepemilikan
pihak penawar beralih pada pihak penerima (terjadinya perpindahan hak).

Dari sini, Ali al-Khafif mendefinisikan akad sebagai ikatan persetujuan dari

7 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, cet. XIV (Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997), him. 953 dan Abu Hasan al-Atsary, Kamus al-Mufid, versi 1.0. Download 16
September 2007.

¥ Muslihun Muslim, Figh Ekonomi (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005), him. 51.
*% Zuhdi Yakin, ‘Aqd al-Bai* (Beirut: Maktabah al-Ishriyyah, ttt), him. 1.

3 Achmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), cet. II

(Yogyakarta: UIl Press, 2004), hlm. 65 — 66; dan Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih
Muamalah, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 48.

*! Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 45.
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dua pihak yang sesuai dengan syariah. Pemaknaan satu tempat atau majelis
adalah wujud dari kesepakatan, bukan secara fisik.

Masih dalam pemaknaan akad, Ali al-Khafif mengindikasikan ada dua
definisi akad yang dipakai oleh para ulama Mazhab, yaitu secara umum dan
khusus. Secara umum, akad dapat dibangun oleh dua ataupun cuma satu
pihak saja, sedangkan secara khusus hanya dapat dibangun oleh dua pihak.
Kemudian Ali al-Khafif membedakan akad yang dibentuk oleh dua pihak
dan satu pihak saja. Untuk yang dibangun oleh satu pihak, Ali al-Khafif
memberikan istilah fasharuf seperti yang terjadi pada akad wakaf ataupun
hibah.*?

Al-Kabisi memandang, dalam kasus wakaf, bahwa kabul merupakan
syarat untuk dapat memiliki, bukan merupakan syarat atau kemestian pada
wakaf. Hal ini disebabkan sesungguhnya wakaf merupakan bentuk
penghilangan kepemilikan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah.**

Terlepas dari pembedaan antara akad dan Zasharuf, akad (baca: wakaf)
secara umum dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu: para pihak yang
membuat akad (al-‘agid), pernyataan kehendak para pihak (sigat al-‘aqd),

obyek akad (mahal al-‘aqd), dan tujuan akad (maudhu* al-‘aqd).”®> Berawal

32 Ali al-Khafif, Mukhtasar al-Ahkam al-Mu’amalah asy-Syariah (Kairo: Maktabah as-
Sunnah al-Mahmudiyyah, 1952), hlm. 66 — 67.

3 Ibid.
3 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan
Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, Cet I

(Jakarta: Dompet Duafa Republika dan IIman Press, 2004), him. 247

> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2007), hlm. 96.
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dari konsep pembentukan ini, menurut mazhab Hanafiyah yang menjadi
hakikat ataupun rukun akad adalah //ab dan gabul, sedangkan yang orang
yang mengadakan atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad
dikategorikan bukan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.*®
Ijab dan gabul ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan
mereka yang melakukan akad. Dalam fikih mu’amalah, ijab dan qabul ini
adalah komponen dari shighat al-‘aqd yaitu ekspresi dari dua pihak yang
menyelenggarakan akad atau agidain (pemilik barang dan orang yang akan
dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan
hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.?’
Pernyataan kehendak, hakikatnya adalah dua orang (pihak) atau lebih
saling mengikatkan, menyambung atau mempertemukan kehendaknya satu
sama lain. Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu
dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan ataupun cara lain.
Bentuk-bentuk atau uslub-nya adalah:
a. Pernyataan kehendak dengan ucapan (al-lisan)
b. Pernyataan kehendak melalui utusan dan tulisan (al-rasul wa al-
kitabah)

c. Pernyataan kehendak dengan isyarat (al-isyarat)

2008.

%% Rachmat Syafe'i, Figh Muamalah, cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 45.

37 www.alfauzi.blogspot.com/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html. Akses 8 Juli
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d. Pernyataan kehendak secara diam-diam (at-ta‘athi) atau perbuatan
langsung, seperti memasukkan koin untuk coca cola di vending
machine.

e. Diam (sukut) berlaku pada kabul saja, bukan ijab. **

Menurut Ali al-Khafif yang terpenting dalam sighat al-aqd adalah
menunjukkan kehendak dari para pihak-pithak yang melakukan akad secara
jelas dan tidak pada makna selain pada akad. Uslub akad secara lafdiah
ditunjukkan lebih pada kejelasan makna dan tidak adanya penafsiran selain
pada makna ijab dan kabul (contoh: “saya beli buku tulis seharga Rp.
20.000”, kemudian dijawab “silahkan”). Untuk tulisan (Ak7fabah) harus jelas
dan mampu mengganti posisi ucapan dalam proses ijab dan kabul, sedangkan
aplikasinya dalam akad tulisan penawaran (ijab) harus dijawab tulisan
persetujuan (kabul). Tulisan ini juga dapat dimaknai sebagai isyarat
persetujuan. Untuk perbuatan (al-fi‘l), aplikasi pada akad didasarkan pada
‘urf (kebiasaan) seperti transaksi di supermarket.’”

Dimyauddin Djuwaini juga membolehkan ijab kabul dengan
korespondensi baik melalui surat menyurat, faks, email ataupun via telepon.
Majlis akad akan terbentuk ketika surat, faks, email sampai pada pihak yang

dituju.*

3% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hlm. 123 — 124; dan Gemala Dewi, et.al,
Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet 11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.
63 — 64.

%% Ali al-Khafif, Mukhtasar al-Ahkam al-Mu’amalah asy-Syariah, him. 74 — 75.

* Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, hlm.54.
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Dengan demikian, jika wakaf dimaknai sebagai akad, maka seluruh
keberlakuan uslub dari sighat al-‘aqd di atas dapat berlaku pada wakaf,
terutama pada wakaf online.

Pada perkembangannya, hukum Islam terutama pada bidang muamalah
ini menghendaki keikutsertaannya dalam perkembangan zaman dan
beradaptasi dengan kultur dan geografis masyarakat tertentu sehingga hukum
Islam memiliki sifat dinamis dan akomodatif *', seperti yang tersirat dalam
kaidah 4eSaall 3alall dan Gle )5 OISl ity oSal) a3 yang memiliki pijakan dasar
mubah (kebolehan) bagi setiap akad muamalah sampai ada nash yang
melarang (L) dlladll 3 JaYl),

Menurut Muhammad Usman Syabir, muamalah dibangun untuk
menjaga maslahah yang didasarkan pada tingkatan dharury, hajiy dan
tahsiny. Wujud muamalah ini adalah menjaga harta (//fz al-mal) yang
merupakan salah satu ad-daruriyat al-khamsah (lima unsur pokok maslahah).
Akad disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia (oW 4als aul) dan
menghindari dari kesusahan (4&ially z sl «83) seperti dibolehkannya akad
berdasarkan telepon ataupun media elektronik yang terjadi pada era global
market dewasa ini dan mendasarkan hubungannya lebih pada transparansi
(keterbukaan) dan aspek profesionalitas. Tentunya, juga menghindari unsur

penipuan dan ketidakjelasan (bai* al-garar).**

*I Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fighiyah: Pedoman Dasar dalam /stinas
Hukum Islam, cet III (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), him. 119, 140, 145 dan 192.

* Muhammad Usman Syabir, al-Mu‘amalah al-Maliyah al-Mu‘asirah fi al-Figh al-Islamy,
cet. IV (Sudan: Dar an-Nafais, 2004), him. 23.
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Untuk itu, hukum yang bertujuan menciptakan suatu kedamaian yang
didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman
mempunyai tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan
kesebandingan hukum, sehingga menghasilkan keadilan. Di dalam kerangka
tujuan dan tugas hukum tersebut, pada setiap masyarakat hukum mempunyai
tiga peranan yang saling berkaitan, yaitu:

a. sebagai sarana pengendalian sosial (social controls)
b. sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial

c. sebagai sarana untuk menciptakan keadaan baru (social engineering)®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (library
research)*, yaitu dengan mengkaji wakaf online menurut pemikiran
hukum Islam, KHI dan UU No. 41 tahun 2004 (beserta peraturan
pelaksanaannya, yaitu PP No0.42/2006) dengan dukungan sumber-

sumber data lain yang terkait.

# Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet IIT (Jakarta: UI Press, 1986), hlm..
86 — 87.

* Anton Baker dan Ahmad Haris Zubair, Metode Penelitian Filsafat (Yogyakarta:
Kanisius, 1990), hlm. 63.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik®, yakni memaparkan
dalil-dalil dan metode /stinbat wakaf online sekaligus menganalisa data-
data tersebut yang kemudian diaplikasikan pada kehidupan nyata
masyarakat Indonesia. Dilihat dari segi sifatnya tersebut, penelitian ini
termasuk kategori penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang
temuan-temuannya tidak diperoleh prosedur statistik atau bentuk
hitungan lainnya. Pemakaian penelitian kualitatif ini berguna untuk
mengungkap sesuatu di balik fenomena dan mendapatkan wawasan
sesuatu yang baru sedikit diketahuinya*, yaitu wakaf online.
3. Pendekatan Masalah
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif dan sosio historis. Pertama, pendekatan yuridis
normatif*’, yaitu dengan memandang masalah (wakaf online) dari aspek
yuridis dan atau normatifnya. Maksud yuridis di sini adalah
hubungannya wakaf dengan KHI Buku III dan UU No.41/2004
mengenai perwakafan. Secara normatif adalah seluruh ajaran yang

terkandung dalam sistem hukum islam. Aplikasinya dalam penelitian ini

* Winarno Surahmat, Pengantar Penelitian llmiah, edisi VII. (Bandung: Tarsito, 1982),
hlm. 40.

*Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad
Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4 — 5.; dan Lexy J.
Molbong, Metode Penelitian Kuantitatif, cet. II (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 30.

" Tahir Azhari, "Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Ilmu Hukum" dalam M. Deden
Ridwan (ed.), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu, Cet. I
(Bandung: Penerbit Nuansa, 2001), hlm. 211.
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adalah mendeskripsikan wakaf online dengan mengurai konsep ikrar
wakaf dan dalil-dalilnya yang kemudian dengan metode /maslahah
diambil aspek legalitasnya.

Kedua, penyusun juga menggunakan pendekatan sosio historis*®,
yaitu memandang praktek pertumbuhan dan perkembangan wakaf di
Indonesia sebagai institusi keagamaan yang diimplementasikan pada
masyarakat islam yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sosial.
Aplikasinya, mendeskripsikan praktek wakaf yang telah berkembang di
masyarakat Indonesia yang kemudian diambil celah dan solusi untuk
diterapkannya pada wakaf online tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang dikategorikan dalam studi
kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang dipergunakannya
adalah metode dokumentasi*’, yaitu penyusun mengumpulkan data dari
buku-buku, hasil penelitian, catatan-catatan dan perundang-undangan
yang ada hubungannya dengan wakaf online. Langkah selanjutnya,
penyusun menganalisa dari data-data yang telah terkumpul kemudian
mencari aspek legalitasnya dengan menggunakan metode masf/ahah.
Setelah ~ mendapatkan aspek legalitasnya, selanjutnya penyusun
mengimplementasikan wakaf online pada masyarakat Indonesia dengan

mempertimbangkan aspek sosio historis praktek wakaf.

* Ibid, hlm. 211 - 212.

* Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 38.
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5. Sumber Data
Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian
ini adalah KHI Buku III mengenai wakaf dan UU No. 41 tahun 2004
mengenai Perwakafan. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah
meliputi buku-buku dan kitab-kitab serta tulisan-tulisan lainnya yang
berkaitan dengan obyek kajian dalam penelitian ini, misalnya, Figh
Lima Mazhab karya al-Mughniyah, Figh Sunnah karya Sayid Sabiq,
pemikiran wakaf pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan karya-karya
figh lainnya yang mendukung penelitian ini.
6. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan instrumen analisa deduksi, yaitu pola pikir yang bersifat
umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus
dalam hal ini berangkat dari norma ideal islam tentang wakaf dan

bagaimana penerapannya dalam kehidupan riil masyarakat.

Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih
sistematis dan terarah dengan baik, maka skripsi ini akan disusun menjadi
lima bab pembahasan yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan

signifikansi penelitian yang meliputi pembahasan tentang latar belakang dan
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pokok masalah yang mendasari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika
pembahasan. Pengujian penelitian ini akan dilakukan dengan memaparkan
hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka dan kerangka teoritik.
Metode penelitian dan sistematika pembahasan digunakan agar hasil
penelitian tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditentukan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif akan
dibicarakan mengenai konsep wakaf online yang berisi mengenai konsep
umum wakaf, transaksi online dan dikembangkan pada wakaf online yang
bertujuan untuk mendapatkan pemahaman wakaf online yang komprehensif.

Setelah menjabarkan konsepsi wakaf online, selanjutnya pada bab
ketiga dibahas dalil dan istidlal dari wakaf online. Deskripsi ini bertujuan
untuk mendapatkan legitimasi dari wakaf online.

Kemudian pada bab keempat, penyusun membahas metode /stinbat
yang digunakan dalam wakaf online, yaitu dengan mengetengahkan konsep
maslahah dan aplikasinya pada wakaf online. Deskripsi ini bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai istinbat al-hukm terhadap wakaf online.
Selanjutnya, pada bab yang sama penyusun melanjutkan dan memfokuskan
pada aplikasi dari perwakafan online secara S0Sio historis yang bertujuan
untuk mendapatkan sistem perwakafan yang lebih mengena untuk diterapkan

pada masyarakat Indonesia.
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Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan dari keseluruhan
penelitian skripsi ini dan juga saran-saran penelitian yang sengaja penyusun

rekomendasikan bagi para peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka
penulis dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dadlil yang digunakan untuk istidlal terhadap wakaf online adalah Q.S a-
Bagarah (2): 282 — 283 yang menyatakan kebolehan berakad dengan
menggunakan kitabah. Hal ini kemudian diperkuat lagi oleh teori Ali al-
Khafif yang memaknai satu tempat atau majelis terjadinya akad adalah
wujud dari kesepakatan, bukan secara fisik dan pendapat Dimyauddin
Djuwaini yang membolehkan ijab kabul dengan korespondensi baik
melalui surat menyurat, faks, email ataupun via telepon. Menurutnya,
majelis akad akan terbentuk ketika surat, faks, email sampai pada pihak
yang dituju.

2. Metode istinbat yang digunakan dalam wakaf online adalah maslahah.
Hasilnya, wakaf online mengandung kemaslahatan baik secara syariah
(sesuai dengan magasid asy-syari‘ah) ataupun secara legal formal.
Kemaslahatan ini diwujudkan melalui proses ikrar wakaf yang tujuan
akhirnya adalah menjaga harta dari sengketa dan mendistribusikannya
sesuai dengan peruntukkannya. Dengan potensi ekonomi yang luar biasa,

maka diperlukan UU untuk melindungi; adanya lembaga perwakafan yang
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mengawasi dan membina; manajemen nazir yang apik, transparan dan
accountable; dan kemudahan dalam proses ikrar wakaf dan sertifikasinya.

Wakaf online yang telah diaplikasikan adalah situs www.wagfeya.com,
yaitu situs yang menyediakan wakaf buku-buku yang berkenaan dengan
isslam; dan Dompet Dhuaffa yang juga menerapkan akad wakaf melalui
email dan pembayarannya melalui e-banking. Hal ini mengindikasikan

wakaf online lebih mudah, efisien dan dapat diawasi oleh siapa sgja.

B. Saran-saran

Setelah menyimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran-saran yang

mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian dan aplikas wakaf aternatif ke

depan, yaitu:

1

Perlu adanya rethinking dan memperluas makna obyek wakaf dengan
mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
Misalnya, memaknai pulsa elektronik sebagai obyek wakaf. Kajian ini
penting karena teknologi dan kebutuhan masyarakat akan memacu
terjadinya gelombang besar perubahan kebudayaan dan pola hidup
masyarakat.

Akta ikrar dan sertifikasi wakaf sebagai bukti otentik dari wakaf, jika
memang pemerintah ingin ikut andil seharusnya proses akta ikrar wakaf
dipermudah dan dipercepat. Jika sertifikasi wakaf tidak dikelola oleh
pemerintah, maka akta ikrar wakaf cukup dengan perjanjian (kontrak)

yang mempunyai kekuatan hukum, bermeterai dan berotorisasi.


http://www.waqfeya.com/
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3. Nazhir dan badan wakaf mampu membuka diri (open minded), transparan
dan accountable. Dengan demikian memacu Kkepercayaan dan
menumbuhkan daya minat wakaf masyarakat.

4. Pemerintah dan badan legidatif mampu membuat regulasi perwakafan
yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat serta mengakomodir
nilai-nilai teknologi yang mulai terintegrasi pada pola hidup masyarakat.

5. Perlunyaback up dari media massa dalam mensosialiasikan perkembangan

wakaf.
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